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Abstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengungkapan ladang ganja di lahan perkebunan warga Desa Krisik, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Blitar Kota pada September 2025. Penelitian bertujuan mengkaji apakah pemilik lahan dapat dipersalahkan jika mengaku tidak tahu aktivitas penanaman ganja di lahannya, serta apakah kelalaian pemilik lahan dalam mengawasi lahannya dapat digolongkan sebagai turut serta atau membantu tindak pidana narkotika. Metode yang dipakai adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan pengakuan tidak mengetahui tidak otomatis menghapus tanggung jawab hukum, mengingat pemilik punya kewajiban mengawasi lahannya. Kelalaian pemilik lahan tidak otomatis masuk kategori penyertaan karena unsur kerja sama sadar tidak terpenuhi, namun bisa dikualifikasikan sebagai pembantuan apabila terbukti ada unsur kesengajaan memberi kesempatan. Penelitian merekomendasikan penegak hukum mendasarkan pembuktian pada indikator terukur, bukan sekadar penguasaan fisik atas tanah, demi menjaga keseimbangan antara strict liability dalam hukum narkotika dan asas geen straf zonder schuld.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Ladang Ganja, Pemilik Lahan.
Abstract
This study was prompted by the discovery of a marijuana field on farmland owned by residents of Krisik Village, Gandusari Subdistrict, Blitar Regency, by the Blitar City Police Narcotics Investigation Unit in September 2025. The study aims to examine whether landowners can be held liable if they claim to be unaware of marijuana cultivation on their land, and whether the landowners’ negligence in monitoring their land can be classified as participation in or aiding a narcotics-related criminal offense. The method used was empirical legal research with a qualitative approach through interviews and document analysis. The results indicate that a claim of ignorance does not automatically absolve legal liability, given that landowners have a duty to monitor their land. A landowner’s negligence does not automatically constitute complicity because the element of conscious cooperation is not met; however, it can be classified as aiding and abetting if it is proven that there was an element of intentional facilitation. The study recommends that law enforcement officials base their evidence on measurable indicators—rather than merely physical control over the land—to maintain a balance between strict liability in narcotics law and the principle of “no punishment without guilt.”. 
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PENDAHULUAN
Latar Belakang
Indonesia sedang bergulat dengan darurat narkotika. Penyebaran zat adiktif sudah meresahkan dan mengancam stabilitas negara serta kesehatan rakyat. Ganja menjadi salah satu jenis narkotika yang paling banyak dipakai dan jaringannya paling luas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ganja digolongkan sebagai Narkotika Golongan I. Artinya, semua aktivitas terkait penggunaan, kepemilikan, penyebaran, atau pembudidayaan ganja adalah tindak pidana berat dengan hukuman tegas. Penemuan ladang ganja di daerah terpencil atau perkebunan yang jarang tersentuh membuktikan sindikat narkotika terus mencari celah memproduksi barang haram di dalam negeri.
Narkotika adalah zat atau obat dari alam, sintetis, atau semi sintetis yang bisa menurunkan kesadaran, mengganggu penglihatan, dan memperkuat daya rangsang. Undang-Undang Narkotika Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan narkotika sebagai zat dari tanaman atau buatan yang menyebabkan efek ilusi, mengurangi kesadaran, dan mengakibatkan kecanduan. Di Indonesia, ganja menjadi jenis narkotika yang paling sering disalahgunakan, masuk Golongan I jenis tanaman, bersama sabu-sabu yang termasuk Golongan I jenis zat kimia sintetis.¹
Peredaran narkoba sudah sangat memprihatinkan. Kemudahan mendapat bahan berbahaya ini membuat pengguna makin bertambah. Tidak pandang jenis kelamin atau usia, siapa pun berisiko kecanduan jika mencoba. Meski beberapa jenis narkotika diizinkan untuk pengobatan, penggunaannya harus diawasi ketat oleh dokter.
Kasus mencolok yang menyita perhatian publik terjadi di Desa Krisik, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar. Aparat penegak hukum menemukan ladang ganja yang ditanam terselubung di sela-sela tanaman perkebunan warga. Modus ini kerap menyulitkan deteksi dini oleh pihak berwenang. Penemuan ladang ganja bermula dari pemeriksaan terhadap kelompok yang diduga menyerang sekitar Polres Blitar Kota dan melukai 21 aparat pada Minggu, 31 Agustus 2025. Polres Blitar Kota mengamankan 143 orang, terdiri dari 83 orang dewasa dan 60 anak-anak. Dari pemeriksaan, penyidik menetapkan 10 tersangka dan 19 anak berhadapan dengan hukum. Hasil tes urine beberapa pelaku positif menggunakan narkoba, yaitu sabu-sabu dan ganja. Dari temuan ganja, penyidik mengembangkan dan menemukan ladang ganja di Dusun Tirtomoyo Desa Krisik Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar dengan 820 batang tanaman ganja berbagai ukuran.²
Kendala utama dalam kasus semacam ini adalah menentukan siapa yang bertanggung jawab secara pidana, khususnya jika pelaku utama penanaman tidak tertangkap di lokasi. Ini memunculkan pertanyaan penting tentang posisi hukum pemilik lahan tempat ganja ditemukan.

¹ Andrew Law et al., "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika" 1 (2022): 22–28.
² Hasil wawancara dengan penyidik Satresnarkoba Polres Blitar Kota, 28 November 2025.
Berdasarkan prinsip hukum pidana, seseorang bisa dikenai pertanggungjawaban jika ada unsur kesalahan (mens rea) dan tindakan melanggar hukum (actus reus). Penelitian ini hendak mengupas secara mendalam tanggung jawab pidana pemilik lahan dalam kasus penanaman ganja di Desa Krisik.³
Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Apakah pemilik lahan dapat dipersalahkan jika ia mengaku tidak mengetahui atau tidak terlibat langsung dalam aktivitas penanaman ganja di lahannya?
2. Apakah pembiaran atau kelalaian pemilik lahan dalam mengawasi lahannya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana turut serta atau membantu tindak pidana narkotika?
Tujuan Penelitian
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:
1. Mengetahui apakah pemilik lahan dapat dipersalahkan jika ia mengaku tidak mengetahui atau tidak terlibat langsung dalam aktivitas penanaman ganja di lahannya.
2. Mengetahui apakah pembiaran atau kelalaian pemilik lahan dalam mengawasi lahannya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana turut serta atau membantu tindak pidana narkotika.

METODE PENELITIAN 
Penelitian ini memakai pendekatan hukum normatif-empiris atau socio-legal research. Pendekatan ini menggabungkan analisis peraturan hukum pidana dengan pengamatan fakta di lapangan, sehingga bisa mengungkap kondisi nyata terkait tanggung jawab pidana pemilik lahan. Pendekatan kualitatif dipakai untuk menggambarkan secara mendalam fenomena dalam kasus tertentu. Fokus utamanya pada interpretasi data dari konteks situasi, dengan perspektif pelaku hukum seperti penegak hukum, pemilik lahan, dan saksi-saksi.⁴
Lokasi penelitian di Polres Blitar Kota (Unit Satuan Reserse Narkoba) dan kediaman Saiful Anwar di Dusun Tirtomoyo Desa Krisik Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar.
Penelitian berlangsung dari 28 November sampai 1 Desember 2025 di Unit Satuan Reserse Narkoba dan 24 Mei 2026 di kediaman Saiful Anwar. Sumber data primer dari wawancara dan observasi di Satresnarkoba Polres Blitar Kota, meliputi penyidik Polres Blitar, pemilik lahan/terdakwa, dan saksi masyarakat Desa Krisik. 


³ Robin Apolonius Salem and Rona Indara, "Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengembangan Dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika," no. 1 (2023): 289–302.
⁴ Hasil observasi dan wawancara di Satresnarkoba Polres Blitar Kota, November-Desember 2025.


Sumber data sekunder meliputi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, KUHP, KUHAP, putusan pengadilan terkait, buku-buku hukum pidana, jurnal ilmiah, dan literatur kriminologi dan narkotika.⁵
Teknik pengumpulan data berupa studi dokumen/pustaka (library research) untuk data sekunder dan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur untuk data primer. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif analitis, penalaran logis (logical reasoning), dan interpretasi hukum.

PEMBAHASAN
A. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Lahan yang Mengaku Tidak Mengetahui Aktivitas Penanaman
1. Pengakuan Tidak Mengetahui dalam Hukum Pidana
Pernyataan tidak tahu dari pemilik tanah mengenai objek atau kegiatan melanggar hukum di tanahnya adalah persoalan rumit dalam hukum pidana, terutama terkait unsur tanggung jawab pidana. Perlu dipahami perbedaan mendasar antara ketidaktahuan hukum dan ketidaktahuan fakta, karena dampak hukumnya berbeda.⁶
Ketidaktahuan hukum (tidak tahu suatu tindakan terlarang) umumnya tidak bisa jadi alasan menghindari tanggung jawab pidana. Ini berdasarkan prinsip ignorantia legis neminem excusat: ketidaktahuan tentang hukum tidak menghilangkan tanggung jawab hukum. Setelah peraturan diundangkan dan dipublikasikan, peraturan dianggap diketahui masyarakat dan berlaku untuk semua orang.⁷
Dalam berbagai tindak pidana, unsur sengaja atau lalai tetap dipertimbangkan. Meski tidak tahu hukum tidak membebaskan seseorang dari akibat, tingkat kesalahan (sengaja, lalai, atau tanpa kesalahan) memengaruhi putusan dan sanksi. Dalam Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika, unsur delik meliputi "setiap orang", "tanpa hak atau melawan hukum", serta perbuatan memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika.
Untuk pemilik lahan yang beralasan tidak tahu ada tanaman narkotika, hakim akan menguji apakah unsur "menguasai" terpenuhi: apakah pemilik punya kendali atas lahan dan seharusnya mengetahui atau mengawasi aktivitas di atasnya. Jika pemilik tidak menerapkan kehati-hatian wajar dan seharusnya patut menyangka, unsur menguasai terpenuhi meski pemilik tidak aktif menanam. Ini sesuai doktrin Pasal 480 KUHP tentang penadahan: "sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan" bisa jadi dasar pertanggungjawaban pidana meski tanpa kesengajaan langsung.⁸

⁵ Dokumentasi dan berita acara penyidikan kasus penemuan ladang ganja di Desa Krisik, 2025.
⁶ https://www.hukumonline.com/klinik/a/tidak-tahu-barang-yang-dibeli-hasil-curian--bisakah-dipidana-lt53c906311f8a7/, diakses 17 Juni 2026.
⁷ https://www.herijaya.com/2025/08/kenapa-tidak-tahu-hukum-tetap-salah, diakses 17 Juni 2026.
⁸ Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.


2. Teori Kesalahan (Mens Rea) dan Relevansinya
Teori kesalahan (mens rea) adalah syarat penting sebelum seseorang dipidana. Mens rea adalah unsur psikologis berupa niat buruk, sikap batin pelaku kejahatan. Orang tanpa niat atau kesalahan tak bisa dipidana meski tindakannya melanggar hukum, berdasarkan prinsip tiada pidana tanpa kesalahan.
Dolus adalah niat atau kehendak melakukan tindakan melawan hukum. Culpa adalah kelalaian atau kurang hati-hati yang berujung pada kerugian. Dolus dan culpa bagian dari mens rea, sikap batin pelaku. Tanggung jawab hukum tak hanya ditentukan oleh tindakan, tapi juga kondisi mental pelaku. Unsur kesalahan dilihat dari perbuatan dan sikap batin pelaku, melalui kesengajaan (dolus) atau kelalaian (culpa). Dolus biasanya kena sanksi lebih berat.
Dalam kasus kelalaian, pelaku tak bermaksud menimbulkan dampak merugikan, tapi dampak terjadi karena kurang hati-hati. Meski tanpa kesengajaan, kelalaian bisa jadi dasar pertanggungjawaban pidana jika menimbulkan kerugian. Teori kesalahan juga menekankan pertimbangan kemampuan pelaku memahami dan mengendalikan perbuatannya. Seseorang hanya bisa dipidana jika punya kemampuan mental memahami akibat tindakannya. ⁹
3. Penerapan Strict Liability dalam Undang-Undang Narkotika
Ada konflik dasar antara prinsip geen straf zonder schuld dengan kebutuhan menegakkan hukum narkotika secara preventif dan ketat. Asas tiada pidana tanpa kesalahan menegaskan seseorang tak boleh dipidana jika tak melakukan kesalahan hukum atau moral. Hukuman hanya bisa diberikan jika ada tindakan melanggar hukum dan niat bersalah (mens rea). Tanpa ini, hukum pidana kehilangan keadilan karena orang bisa dipidana hanya karena hasil tindakannya. ¹⁰
Sebaliknya, penegakan hukum narkotika di Indonesia fokus pada pencegahan dan pemberantasan peredaran narkotika dengan hukuman ketat. UU Nomor 35 Tahun 2009 mengandung prinsip strict liability, seseorang dianggap bertanggung jawab tanpa perlu dibuktikan kesalahan. Ini memungkinkan penuntutan tanpa pembuktian unsur kesalahan secara rinci, efektif untuk pencegahan tapi berpotensi mengabaikan keadilan individu.¹¹
Tegangan ini terlihat dalam Pasal 112 UU Narkotika tentang memiliki, menyimpan, dan/atau menguasai narkotika. Penelitian menunjukkan penentuan kesalahan dilakukan dengan membuktikan unsur pertanggungjawaban pidana, apakah sengaja atau lalai. Namun dalam praktik, sebagian besar jaksa dan hakim tidak membuktikan unsur pertanggungjawaban pidana secara merata. Untuk menyeimbangkan, hakim dan penyidik menerapkan berbagai mekanisme yakni mengevaluasi apakah akibat berasal dari kelalaian atau pengabaian kewajiban, memperhatikan sikap batin/niat pelaku, menggunakan Pasal 191 ayat (2) KUHAP untuk putusan lepas dari tuntutan jika tak ada kesalahan, dan menerapkan prinsip proporsionalitas. ¹²



⁹ Nano, Sahay, and Pramita, "Analisis Teoritis Dolus Dan Culpa," 6246 - 6249.
¹⁰ Hapid, Suntana, and Royani, "Penerapan Asas Geen Straf Zonder Schuld," 5.
¹¹ Suud, "Analisis Penerapan Konsep Pertanggungjawaban Mutlak," 155.
¹² Hasil wawancara dengan penyidik Satresnarkoba Polres Blitar Kota, 30 November 2025.

4. Putusan Pengadilan dalam Kasus Saiful Anwar
Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 418/Pid.Sus/2025/PN Blt menyatakan Saiful Anwar alias Ipil Bin (alm) Imam Sutombo terbukti bersalah melakukan "menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon" sesuai Pasal 111 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara 9 tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) dengan subsider 150 hari penjara jika denda tak dibayar.¹³
Fakta persidangan menunjukkan terdakwa menanam sendiri ganja di pekarangan belakang rumahnya. Bibit dari pembelian daun ganja kering pertengahan 2024, bijinya dipisah dan disemai. Ditanam dalam polybag berisi tanah dan pupuk kompos, dirawat dengan penyiraman rutin. Terdakwa juga menjual daun ganja ke saksi Agam Andyka Putra alias Agam tiga kali.
Majelis Hakim menyatakan unsur "setiap orang" terpenuhi. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 5 batang pohon" juga terpenuhi berdasarkan keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian. Keadaan memberatkan perbuatan meresahkan masyarakat dan mengancam generasi penerus, tidak mendukung program pemberantasan narkotika. Keadaan meringankan: belum pernah dihukum, kooperatif, mengakui perbuatan, dan menyesal. ¹⁴
5. Implikasi Yuridis bagi Pemilik Lahan
UU No. 35 Tahun 2009 tidak hanya menjerat pelaku langsung, tapi juga pihak yang memberi kontribusi, termasuk pemilik lahan. Jika pemilik tahu tanahnya dipakai untuk kegiatan narkotika tapi membiarkan, atau aktif menyediakan tanah, tindakannya bisa diklasifikasikan sebagai keikutsertaan, baik penyertaan (deelneming) maupun pemberi fasilitas.
Pasal 111 ayat (1) mengatur hukuman bagi siapa pun yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, termasuk ganja. Sanksi berat: penjara minimal 4 tahun maksimal 15 tahun, denda minimal Rp800 juta maksimal Rp10 miliar. Ini menunjukkan komitmen pemerintah menangani narkotika serius, dan peringatan bahwa terlibat, termasuk menyediakan lahan, akan diadili sama pentingnya dengan pelaku utama. ¹⁵

B. Kelalaian Pemilik Lahan sebagai Bentuk Turut Serta atau Pembantuan Tindak Pidana Narkotika
1. Konsep Dasar Pertanggungjawaban Pidana
Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Belanda disebut rekenbaarheid dan dalam bahasa Inggris criminal responsibility atau criminal liability. Ini adalah proses mengenakan hukuman pada seseorang yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan terlarang. 

¹³ Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 418/Pid.Sus/2025/PN Blt.
¹⁴ Salem and Indara, "Kewenangan Kepala Desa," 295.
¹⁵ Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan unsur "kesalahan" dan asas fundamental "tidak ada pidana tanpa kesalahan". Pertanggungjawaban pidana merupakan pemindahan sanksi objektif dalam tindak pidana sesuai ketentuan hukum, yang secara subjektif diberikan pada pelaku yang memenuhi syarat untuk dipidana.¹⁶
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan setiap tindakan tanpa izin yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan narkotika adalah tindak pidana narkotika. Dalam KUHP, prinsip pertanggungjawaban pidana diarahkan pada negara, misalnya perampasan hak dan pembayaran denda. Konsep dasar pertanggungjawaban pidana mencakup dua elemen utama: actus reus (perbuatan jahat) berupa perilaku fisik yang dilarang hukum, mencakup tindakan positif maupun pasif/kelalaian, dan mens rea (niat jahat) berupa keadaan mental pelaku saat melakukan tindak pidana.¹⁷
Unsur pertanggungjawaban pidana meliputi kecakapan bertanggung jawab dan kesalahan, baik dolus (sengaja) maupun culpa (lalai). Kesengajaan (dolus) memiliki beberapa jenis: dolus determinatus (spesifik), dolus indeterminatus (tidak spesifik), dolus alternativus (berpilihan), dan dolus generalis (umum). Sedangkan culpa adalah kelalaian atau kurang hati-hati yang menimbulkan akibat merugikan, dibagi menjadi culpa lata (kelalaian berat) dan culpa levis (kelalaian ringan). ¹⁸
Menurut Simons, kesalahan adalah dasar pertanggungjawaban yang ada dalam jiwa pelaku dan berkaitan dengan kelakuannya yang dapat dipidana. Utrecht menyatakan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan (schuld in ruime zin) terdiri dari tiga aspek: kemampuan pelaku bertanggung jawab, sikap psikis pelaku terkait kelakuannya, dan tidak adanya alasan penghapus pertanggungjawaban pidana.¹⁹
2. Penyertaan dan Pembantuan dalam Hukum Pidana
Jika dalam perkara pidana terdapat lebih dari satu orang, perlu dicari pertanggungjawaban dan peran masing-masing. Penyertaan dalam tindak pidana dibagi menjadi penyertaan berdiri sendiri (orang yang langsung melakukan tindak pidana) dan penyertaan tidak berdiri sendiri (pembujuk, pembantu, orang yang memerintahkan pelaksanaan). 
KUHP mengatur dua bentuk penyertaan. Pertama, para pembuat (mede dader) dalam Pasal 55 KUHP: orang yang melakukan tindakan (plegen), memerintahkan (doen plegen), turut serta (mede plegen), dan sengaja menganjurkan (uitlokken). Kedua, pembuat pembantu (mede plichtigheid) dalam Pasal 56 KUHP: orang yang sengaja memberi bantuan saat tindak pidana dilakukan, dan orang yang memberi kesempatan, sarana, atau keterangan sebelum tindakan dilakukan.
Mede plegen mensyaratkan kerja sama sadar (bewuste samenwerking) dan pelaksanaan perbuatan bersama secara fisik (gezamenlijke uitvoering) antara dua orang atau lebih. Setiap pelaku harus punya kehendak bersama yang aktif dan nyata dalam mewujudkan delik, bukan sekadar mengetahui atau membiarkan. Sikap diam atau ketidakhadiran pemilik lahan tidak memenuhi unsur kumulatif ini, sehingga konstruksi mede plegen tidak tepat. ²⁰


¹⁶ Hakim, Buku Ajar Asas-Asas Hukum Pidana, 2020.
¹⁷ Utoyo, "Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia," 78.
¹⁸ Nano, Sahay, and Pramita, "Analisis Teoritis Dolus Dan Culpa," 6245.
¹⁹ Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
²⁰ Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.



Namun, jika terbukti sikap pasif pemilik lahan disertai kesengajaan memudahkan atau mendukung kejahatan, perbuatan itu bisa dikonstruksi sebagai medeplichtigheid atau pembantuan sesuai Pasal 56 KUHP. Pembantuan mencakup bantuan saat kejahatan dilakukan (durante delicto) maupun sebelum kejahatan melalui pemberian kesempatan, sarana, atau keterangan. Konstruksi pembantuan hanya bisa dibangun jika dua syarat terpenuhi: adanya kesengajaan (opzet) pemilik lahan memberi bantuan, dan hubungan kausal antara sikap pasif dengan terlaksananya kejahatan. Jika kesengajaan tidak terbukti, pemilik lahan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana atas dasar keikutsertaan.²¹
3. Analisis Kasus Penemuan Ladang Ganja di Desa Krisik
Berdasarkan fakta di Dusun Tirtomoyo Desa Krisik dan Pasal 55 KUHP, sikap pasif pemilik lahan tidak otomatis menjadi mede plegen. Dalam kasus ini, Saiful Anwar adalah pemilik lahan sekaligus penanam dan perawat ganja. Ini berbeda dengan skenario pemilik lahan yang tidak tahu ada penanaman ganja oleh pihak lain.
Penyidik menjelaskan hal pertama yang diperiksa adalah unsur pengetahuan. Pengetahuan tak harus dari informasi langsung saat kejahatan terjadi; rekonstruksi fakta juga bisa menunjukkan seseorang tahu atau sadar. Indikatornya meliputi: apakah pemilik rutin mengakses lokasi dan mengawasi lahannya, apakah ada bukti komunikasi dengan pelaku utama, dan apakah ada transaksi keuangan yang menunjukkan keterlibatan ekonomi.²²
Asas geen straf zonder schuld (tiada pidana tanpa kesalahan) adalah fondasi fundamental hukum pidana Indonesia yang melarang penjatuhan sanksi semata-mata berdasarkan kepemilikan objek, tanpa bukti kesalahan subjektif. Asas ini berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dan menentukan apakah pidana yang dijatuhkan bisa dipertanggungjawabkan.²³
Namun, dalam sistem hukum pidana Indonesia ada konsep strict liability atau tanggung jawab mutlak yang berkembang dalam hukum pidana modern, khususnya tindak pidana narkotika. Strict liability adalah tanggung jawab tanpa pembuktian unsur kesalahan. Pelaku tetap bisa dipidana meski mens rea tidak terbukti, seperti dalam kasus pelanggaran lalu lintas, lingkungan hidup, dan narkotika.²⁴
Penerapan strict liability dalam UU Narkotika berdasarkan Pasal 111 yang merumuskan "setiap orang" yang menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa hak atau melawan hukum dapat dipidana. Frasa "setiap orang" menunjukkan subjek hukum yang bisa dipidana tidak terbatas pada pelaku langsung, tapi juga pihak yang menguasai atau menyediakan lahan.²⁵

²¹ Hasil wawancara dengan penyidik Satresnarkoba Polres Blitar Kota, 29 November 2025.
²² Hasil wawancara dengan penyidik Satresnarkoba Polres Blitar Kota, 30 November 2025.
²³ Hapid, Suntana, and Royani, "Penerapan Asas Geen Straf Zonder Schuld," 6.
²⁴ Suud, "Analisis Penerapan Konsep Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Liability) Dalam Kasus Korupsi," 155.
²⁵ Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.


Dari wawancara dengan masyarakat sekitar, ada indikator menilai apakah ketidaktahuan pemilik bisa dipersalahkan keterangan saksi tentang perilaku pemilik (sering memeriksa lahan atau absen berbulan-bulan), keterangan aktivitas mencurigakan (orang asing sering masuk), dan durasi tanaman terlihat (di pekarangan belakang dengan struktur tanah terasing dan polybag). ²⁶

PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan analisis hukum terhadap fakta di Desa Krisik, pengakuan tidak tahu adanya ganja di tanahnya adalah pembelaan yang menyerang unsur kesalahan (mens rea). Pasal 111 ayat (1) dan (2) UU Narkotika memuat unsur objektif luas seperti "menguasai" atau "menyediakan". Dalam hukum narkotika, kepemilikan lahan dianggap otomatis ada pada pemilik sebagai tanggung jawab ketat. Namun "tidak tahu" tak otomatis menghapus tanggung jawab. Pemilik punya kewajiban menjaga dan mengawasi propertinya. Jika ketidaktahuan muncul dari kelalaian berat (culpa lata) atau pengabaian sengaja, kelalaian bisa jadi dasar memenuhi unsur kesalahan. Penyidik akan memeriksa fakta objektif seperti tingkat kunjungan, interaksi dengan pelaku, dan aliran dana untuk membuktikan ketidaktahuan yang disampaikan. Sikap tidak aktif atau kelalaian pemilik tanah tidak bisa langsung dianggap sebagai penyertaan dalam tindak pidana narkotika sesuai Pasal 55 KUHP. Mede plegen mensyaratkan kerja sama sadar dan pelaksanaan fisik bersama. Pemilik lahan yang pasif atau tak hadir saat penanaman tidak memenuhi unsur ini. Namun jika terbukti sikap pasif dilakukan sengaja untuk memberi kesempatan, sarana, atau kemudahan, tindakan pemilik bisa diklasifikasikan sebagai pembantu (medeplichtigheid) sesuai Pasal 56 KUHP. Jika kesengajaan atau hubungan kausal tak terbukti, berdasarkan asas tiada pidana tanpa kesalahan, pemilik lahan tak bisa dituntut hanya karena status kepemilikan tanah.

Saran
Aparat penegak hukum, khususnya Satresnarkoba Polres Blitar Kota, hendaknya tidak terburu-buru menetapkan tersangka penyertaan (mede plegen) hanya berdasarkan praduga penguasaan fisik atas tanah, melainkan lebih cermat menggali fakta guna membuktikan unsur sikap batin baik kesengajaan maupun kelalaian dengan bertumpu pada indikator terukur seperti pelacakan aliran dana, pemeriksaan riwayat komunikasi digital secara forensik, dan pengukuran intensitas kehadiran pemilik di lokasi, agar kebijakan zero tolerance tetap sejalan dengan asas legalitas dan asas kesalahan sehingga terhindar dari kriminalisasi tidak adil terhadap pemilik lahan yang sesungguhnya menjadi korban. Masyarakat terutama pemilik lahan di pedesaan terpencil seperti Desa Krisik diharapkan lebih waspada dan menjalankan tanggung jawab pengawasan aktif terhadap tanah miliknya, tidak boleh lalai terlebih jika tanahnya disewakan atau dikelola orang lain karena berimplikasi pada tanggung jawab pidana, sedangkan bagi pembentuk undang-undang disarankan merumuskan norma lebih jelas dalam revisi UU Narkotika dengan penegasan batas penerapan prinsip tanggung jawab mutlak bagi pemilik tempat kejadian serta alternatif sanksi berupa pembebanan biaya rehabilitasi korban narkotika kepada pemilik lahan yang terbukti lalai dan membiarkan tanahnya digunakan sebagai 
sarana produksi narkoba.


²⁶ Hasil wawancara dengan masyarakat sekitar Desa Krisik, 24 Mei 2026.
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